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BERITA DAERAH

KABUPATENKUTAITIMUR

TAHUN 2018 NOMOR 54

Menimbang

Mengingat

PERATURANBUPATI KABUPATENKUTAITIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG
TATACARA PENYELESAlANGANTI KERUGIAN DAERAH

TERHADAPBENDAHARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KUTAITIMUR,

a. bahwa kekayaan daerah merupakan unsur terpenting dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk

mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan

akuntabel;

b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan

daerah, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai

terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk

kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian Kerugian

Daerah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian

Daerah terhadap Bendahara;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

dengan ...



Menimbang

Mengingat

BUPATIKUTAITIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATIKUTAITlMUR

NOMOR 54 TAHUN2018

TENTANG

TATACARAPENYELESAIANGANTIKERUGIANDAERAH

TERHADAPBENDAHARA

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIKUTAITlMUR,

a. bahwa kekayaan daerah merupakan unsur terpenting dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karen a itu

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk

mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan

akuntabel;

b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan

daerah, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai

terhad ap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk

kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian Kerugian

Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian

Daerah terhadap Bendahara;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malin au ,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

dengan ...



Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

PerBendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997

tentang Tuntutan PerBendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah;

7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007

tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN

GANTIKERUGIANDAERAHTERHADAPBENDAHARA.

BAB I ...



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

DaIam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik

sengaja maupun lalai.

4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan

terhadap Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adaIah lembaga

negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Pe:rwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas

nama negara/ daerah, menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan

uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

10. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah

tim yang memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang diangkat oleh

pimpinan instansi yangbersangkutan.

11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM

adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan danj'atau pengakuan

bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas Kerugian Daerah yang terjadi

dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

12. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang

dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas
Kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sitajaminan.

13. Surat ...



13. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW

adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian

kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan

diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah,

14. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh

BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak

dapat dilanjutkan.

15. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh
BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian

Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

16. Surat Keputusan Pembebasan ada1ah surat keputusan yang dikeluarkan oleh

BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian
Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai.

BABII

RUANG LINGKUP

Pasa12

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti Kerugian Daerah

terhadap Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Bendahara lainnya yang

mengelola Keuangan Daerah.

BAB III

INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal3

Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diketahui dari:

a. pemeriksaan BPK;

b. pengawasan aparat pengawasan fungsional;

c. pengawasan danyatau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau kepala

kantorj'satuan kerja; dan

d. perhitungan ex officio.

Pasal4

(1) Pimpinan instansi wajib membentuk TPKD.

(2) TPKD ...



(2) TPKD terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;

b. Inspektur sebagai wakil ketua;

c. kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;

d. personil lain yang berasal dari unit ketja eli bidang pengawasan, keuangan,

kepegawaian, hukum, umum, danbidang lain terkait sebagai anggota; dan

e. sekretariat.

Pasal5

(1) Apabila dipandang perlu, kepala dapat membentuk tim ad hoc untuk

menyelesaikan Kerugian Daerah yang teljadi pada satuan kerja yang

bersangkutan.

(2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan

data/Informasi dan verifikasi Kerugian Daerah berdasarkan penugasan dari

kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instansi yang

bersangkutan dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasa16

(1) TPKD bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian

Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan

oleh BPK.

(2) DaJam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD

menyelenggarakan fungsi untuk:

a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yangditerima;

b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa

Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai sehingga mengakibatkan tetjadinya Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan

sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;

e. menyelesaikan kerugian negara melaluiSKTJM;

f. memberikan ...



f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian

negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan

pembebanan sementara;

g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan

h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah

kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Pasa17

(1) Atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan

setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan BPK

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit

dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

(3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Daerah

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

PasalS

Pimpinan instansi segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus

Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujub) hari sejak menerima laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasa19

(1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain
sebagai berikut:

a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang

melaksanakan fungsikeBendaharaan;

b. berita acara pemeriksaan kas /barang;

c. register penutupan buku kas/barang;

d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;

f. fotokopi/ rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat

adanya kekurangankas;

g. surat ...



g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung

indikasi tindak pidana;

h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal

Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan

1. surat keterangan ahli waris dari kelurahan ataupengadilan.

(2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

(3) Daftar Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PasallO

(1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) SeIama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari

jabatannya.

(3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti

ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Pasa1l1

(1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian

Daerah dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.

(2) Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari

sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal9 ayat (1).

Pasal12

(1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan

laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk

menyimpulkan telah teIjadi Kerugian Daerah yang meliputi.

a. nilai Kerugian Daerah;

b. perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 1a1ai; dan

c. penanggung jawab ...



c. penanggung jawab.

(2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti

ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan

surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian

negara melalui SKTJM.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) temyata

tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK

mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Daerah

dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

BABIV
SKTJM

Pasa113

Pimpinan instansi memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia

membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujub) hari setelah

menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal14

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib

menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-

dokumen sebagai berikut:

a. bukti kepemilikan barang danJatau kekayaan lain atas nama Bendahara;

dan

b. surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/ atau kekayaan lain

dari Bendahara.

(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.

(3) Surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/ atau harta kekayaan

yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah

BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

(4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal15 ...



Pasa1IS

(1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat

puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani

(2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa

menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal16

Dalam rangka. pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau

mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal17

(1) TPKD melaporkan basil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau

surat pemyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada pimpinan

instansi.

(2) Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui

SKTJM atau surat pemyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) han

sejak menerima laporanTPKD.

Pasal18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud

daJam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan

instansi agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang

dilakukan oleh pemeriksa yang bekeIja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses

pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara suka.rela,

maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM d.i hadapan pemeriksa

yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V ...



BABV

PEMBEBANAN KERUGlAN DAERAH SEMENTARA

Pasa120

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian

Kerugian Daerah, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan

Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara

tidak bersedia menandatangani SKTJM.

(2) Pimpinan instansi memberitahukan Surat Ke Putusan Pembebanan Sementara

kepadaBPK.

(3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal21

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk

melakukan sitajaminan.

(2) Pelaksanaan sita. jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan

penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan

Pembebanan Sementara.

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BABVI

PENETAPAN BATASWAKTU

Pasa122

(1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila:

a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dati pimpinan

instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.ll1 ayat (2); dan

b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), temyata Bendahara tidak

melaksanakan SKTJM.

(2) SK ...



(2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara

melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor / satuan kerja dengan

tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari Bendahara.

(3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung

Bendahara atau kepala kantorysatuan kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak SK PBW diterima Bendahara,

(4) Bentuk dan isi SK PBW tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14

(empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda

terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal24

BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara

tersebut diterima oleh BPK.

BAB VII
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal25

(1) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabi1a:

a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 23 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;

b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau

c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani

SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Bupati ini.

Pasa.l26 ...



Pasa126

(1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan

Iangsung Bendahara atau kepala kantor / satuan kerja Bendahara dengan

tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima

dati Bendahara.

(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasa127

(I) BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan

yang diajukan oleb Bendahara/pengampu/yang memperoleb hak/ahli waris.

{2} Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebasan tercantum Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang

diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari

Bendahara diterima.

BAB VIII
PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal29

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendabara wajib

mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai kekas

daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujub) hari setelah menerima surat

keputusan pembebanan.

(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka

harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal30

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal31 ...



Pasa131

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk

pelaksanaan sita eksekusi.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian

Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan pennintaan
kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan

lelang atas harta kekayaan Bendahara.

(3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan

yang diterima Bendahara sebesar 5()o~ (lima puluh persen) dari setiap bulan

sampai lunas.

Pasal32

Pelaksanaan penyitaan clan penjualan dan! atau pelelangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah

berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan

penjualan dan! atau pelelangan.

Pasal33

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil

penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka

pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian Kerugian

Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 500~ (lima puluh persen) dari

penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan

bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen

yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian

Daerah.

BABIX

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal34

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai

dengan Pasal 32 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah

yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.

(2) Apabila ...



(2) Apabila pengampujyang memperoleh hakj ahli waris bersedia mengganti

Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan

menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai

penggantin SKTJM.

(3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampujyang

memperoleh hakj ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau

diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasa135

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan

penghapusan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan.

BABX

LAPORANPELAKSANAANSURATKEPUTUSANPEMBEBANAN

Pasa136

Pimpinan instansi menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat

Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BABXI

KADALUWARSA

Pasal37

(1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam

waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan

penuntutan ganti rugi.

(2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak

dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak

keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau

sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak

diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BABXII ...



BAB XII
SANKSI

Pasal38

(1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat

dikenakan sanksi administratif darr/atau sanksi pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan langsung Benclahara atau kepala kantor / satuan keIja yang tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat

dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal39

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Daerah dilakukan

pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh

pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal40

(1) BPK segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila:

a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada

keluarga;

b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

(2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pencatatan tercantum dalam Lampiran VIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal41

BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan PerBendaharaan dalam rangka memproses

penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pasal42

(1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan

penggantian Kerugian Daerah.

(2) Dalam ...



(2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian

Daerah dalam Kerugian Daerah, maka Kerugian Daerah wajib dikembalikan

sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.

(3) Apabila sudah elilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian

Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan Surat

Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang

sudah disetorkan ke kas Daerah.

BAB XIV

KETENTUANPERALIHAN

Pasal43

Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi Kerugian Negara dilaksanakan oleh

satuan kerja yang menangani kerugian negara yang sudah ada atau oleh

Inspektorat, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan

Bupati ini.

BABXV

KETENTUANPENUTUP

Pasal44

Pimpinan instansi membentuk TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan eli Sangatta

pada tanggal 5 Desember 2018

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Desember 2018
SEKRETARlSDAERAH
KABUPATENKUTAITlMUR,

IS

KABUPATENKUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54



'........
~IbMn ~ I<utat llmur
NCImor : 54 Taflun 2018
T.ung :T.. o.a T\dIIIn OMIJ KeIugiIn 0MrahT..,.. 8Iii ....

TanggeI ..

~:
Y1h.KMulIIIdIn ,,_tb •• ~

...... AwL ..... KtIiIII. 1M
TInIur
ell........

Bee..... '-'i bel ..,_ dIIIIm ~ u.9I*aq _.. c:IIIIIcIMt a6Ih
8endahera ~""'_II ~ a..na ~ a.n. .
NIP ~ Pel gr' _.i~ Icari. tIIIh ...~ '*~ (kaIIbw tIII:or) Rp (............••~
h&.ruf ).

1.
2. ::::::::::::::::~::::::::~:::::::::::~::::} ~

.. .,.. Ac:tA ~IcF fin ~ 8Iraf1v;

b. RegIMIr~ KM;
c. ~yqclbUlta. ..... __ pen.""'''t;
d. F~ 8uku ~ lbIIm (IICU) bUIIn~
e, din 8fn.aIIn (y8ng ........ -...n--).

taP .



Lamplran It
Keputusan Bupati Kuta! Tmur
Nomor : 54 Tahun 2108
Tentang : Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Oaerah

Terhadap Bendahara

DAFTAR KERUGlAN NEGARA/DAERAH

TRl \VUL\l' : .
T:\HUN .
SKPD .

I
I

I No. Nama No./Tgl l:raI2n Jml Jml Sisa Jcni~dan Kef.· )
Bencbh:at1l SKlJM/ K2su..~/ Kerupn PClDbay=/ Kctugi2n Jumbh

SK Pembeb:an:ul T2hun Ncpta Angsuran Sod (Rp) Barang
Semenl2t2/ SK Kejadi2n (Rp) Bulan ... Jamimn
Pembebanan (Rp)

~ - 2 3 4 ~ 6 !_ ~ 9

........... , .
Instlullci ..

( )

Ii o.iA ~ 1lOftIU<_
2) I"_,,,,,,,,, _bmcIahon),...~.."...,. ~
J) 0... d<:n(Iuo "0.;1,. Sl>.1J!\I/SJ( ~ s--..; SK ~,abo t (.opbiII1Oda).
4J 0.." dcslpD __ bsuoIuIIaII"""_
5) 0"" da1pn JlImhh a:n.p.. DqlID (dollm ~.
&) I)... dc:Iopo JIIDIIah ~_"....w. doI..- ............ ~
7) 0... dmgan PJIftIab koIocD S dilaaMtp ....... 6-
Sj 0..dcQpft ..... doD JIIIISIah .... _ ~ Ida}.
9) o..cbp'

l'dabaDua SKI)M,"'" "- ..... _ ........ pc!IIIII1a ~
~SJ.;~s......an._ ~dih\ ... ""'SiaJ-;
Pdol:oman~ ~ e, ~doD~t.r.s(.._ .......

BUPAT KUTAI

•



t...mpnn.
KepuILIsan BupaIl Kulal Tmur
Nom« : 54 Tabun2018
Tentang : Tala Cara TuntubIn Garii Kerugi8n 0IIenIh

Terh8dap Bendahat8

Abmat ft .

No. & TsL SK Peagtngka ~ BaadaMn : ft ••• _ ..

Mcay:a1lbo dcop.llidat tical DIIC!Iatik kc:mba!i. babwa -.ya ~ .. ~ N~ IItbc.c
Rp { - b.tn( ). ytkci ~ ,.aog dbeblbkm :

Kaugim teaebut'-.,agmti cbpa ~ jumWl Wl:lldluca: ~_._ ..._....._._._._ ...d.iaa)

i-sb wMta 40 (c:mpatpuluh) b8D. -ra............_...; SKlJ,M iai. J)

Seb.pi;.ma- &tal pcalYJIIaD iai..,. ec:aIIJr:Iq~ baeda bukIi IIqe 'Iio .n .., smat ~ meajaal tebIgaj

bcDbt
t. __ ft. }

2._ _. 4

3 _ _

Apabib <bJam jIagb waktu 40 (empat pWb) b8D eetdah .,. .........detanp pcm,... iai tcalyIta .,. cidIk sneaganti

seiu:ruh jumbh ~ ~ mID Nqpa dif* 1DtIljual1tlll1llCldlag blaagjaIaiDID 1ICaCbat.

..............................................

Kep.Ia (Sc- 0".;-...,.

1 _ _ ..

2 ..
"') c:oret yang cidak pedu

,__.. '
I) ._ ~._..._ ." W'l)K .
~ CiIl ,...'1· ...,..:...,.. .....

............... • 't t .....,.' ." •

S) DW "-lW~ h=f=t::.~....
4}DiIi ' la' S ,... ;...-.- • i •
~ ~ _ SIa)If'. • .' .
6) DiiII _,..' at ' t • ·oIdt --.
7) DiIi _ __ .- WK_~ ,..' , ,..-~,.w-pcF .........~SIOJN-

}.



....... IV
K.eputusan BupaIi Kutai nnw
Nomor : 54 Tihun 2018
Tentang : Tala Cera Tuntutan GIrjj KetugiIIn Daerah

TerNIdap BendahIra

mPt1l'USAN
~----')......

PEMBEBANAN DmUGIAN NEGDA SEMENTAJtA

_ _ _ -(. m ;-,."i)-_ _-,
_ •••-._ (..... ;.t...y-a~~I8Ial~-)---..,')

a.

b.

t.
2.

Kepua.aII_ (__ ~ ,.. bc:twaaaag meoecbdbaa MX"10 .. pId:l iasaaai eedcair)
talang PcmbchaNn ~ Nepa/I>IeDh SCft'lorA" .. 6)

Membeblai P @8 .. M kcaJpD acpa IelDCDtaI:a tat.dap Saudara _(ctIJIII, pupa ..
j:Gtaa. NIP)RIIb Bcn<hh"",IPa •• .,.VW-/Kebqp ct.i ~_._."" ..__ "
..:bear IIp-_ (.__cienpnbnru£ __._._ ).'>

amuA. JI4en'V- a:p.da s.-. edIku Kdua TPKN di. ..
UDtuIt~ _ ~ k.q.cIa s-t... .. 1p' ftItlIi,CfCo[ ke Kat ~*)
tejumIab IraugiIIl oqpa/ ct.eaIa 0CDd:Jut. ..

~ iai muIai bc:tWaa peda aqp dieetqGo.KETIGA

Oi" • n eli ~ .
PlMIa~ .. : .

I'.epMt (s.- Oa . i) II)

T '_ ..
I.~ l'II:mc:IIia ~ eli"..,.,%. } II)
),y."", r .-



LMapIr •• V
~dll.an BupeIi K&faI Tmur
Nomor : 54 Tatlun 2018
Tentang : Tatl Cera TunbDn Ganti KenIgian Deerah

TerhadIp Bendahano

KEPUTUSAN BADAN PEMER('ISA DruANGAN
ItP.PUBI.B INDONBSlA
Ncaor ?

TCOIUC
PBNETAPAN BATASWAmJ PENGAJUAN mBBPATAN

BADAN PBMERIKSAIEUANGAN REPUBUI: INDONESIA
MAJELIS nJNTU'l'AN P'EIlB8NDAHARAA.

} ~

}~

:1. • _

b.,__.. ._...._....__ ._. _

]If ,jppt 1 __.._. __ __ .._
2. ~_" ' _
3..._ ..._ ..._.:_ .... .. _

MEMtTruSKAN

IETlGA

~"""P'C'l : ............. P C i K be, ••
~ bdnra SmcIIa 8Md ... • .. /MmIItl B-w.w •• palla __ (UIIIit kaja dID
iIm:attsl) __ dL__ ~ jawab .... kerapa oepa/dtIerab ...
Rp------( dorww '-'£ -._).-p aIIiMt be ' .. ",.....,....,.. a;w..--,.
IICbiDga m tbD ~,. ~ ocpa/draab tcacbut. •

.Mtmbed tta""' •• , kleJ*Ia s.udIt1 __ ._. u.tut m ,,;.Aal k~. IIIIU ptmh'IMn dici
.... ~ IICp'& drIIIm ;.apa 'IrII= 14 (f:ID(* bela) bad ~ tedIh lDNioaml IiUatbr"- _,.
Apibia ..... dectp2 ,..., -au 14 (CIDf* bdu) bID CIeIIdIuI......".,. ,.. .,.,........, QcW:
~ \:ebtnnn .. pcsab' " diD .. ~ aea-lcItw:tIIt. B.fItl PuIcr:iba ~
abo IfF* wbid:aa s.. t::ep..... Pcmbeblalo.

Swat Kepabaa" bcdUu • tIIIfIPl di:ellipb.

M'CIIIoi~

PERTAMA

KBDtlA

IEBMPAT

Dj) ,1£ •••.......... . .
. ~..

BADAN PEMUJ"QA EEllANGAN
MAIEUS nJN11J1'AN PBltBBNDAHAJlAA.

KEnJA.
(._" NamsK.crua. ._. )

ANGGOTA,
7)

(-.-~_--)

ANGGOTA,

(.-----.~ )

T....... ~ioi r i) ~:

1.~ ":-l..cooobop/~1 Bo.-;tW'_ __ ci __ } .,
l ..
1 ("""+err J 7}



Lamplran VI
Keputusan Bupati Kutai Tirnur
Nomor : 54 Tahun 2018
Tentang: Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Temadap Bendahara

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBUK INDONESIA

Nomor .__ .•.......... _..... ')
Tcntaag

PEMBEBANAN KERUGlAN NEGARA/DAERAH KEPADA 2)

ATAS NAMA NEGARA. REPVBUX INDONESIA

BADANPEMERlKSAKEUANGANREPUBUKINDONESIA
MAJEUS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang a.
b.
c.

Mcn.gingat 1.
2-
3.

Meoea:apkau
MEMUTUSKAN

KcpuruslUl Badan Pemeriksa Kruangan te!lWlg Pembcbanan Peoggantian Ketugian
Ncgan Kcpada __ S)

Mcoyatalwl S:aud=t ............• N[P .. _ Bc:nc:bhar2/M:mt:lll Bc:ndabara p:1d2 (namaunir
lctja, instansi/ proviosi/K2bupatcn/Kotl) _. tclah tctbukti s(.'Cln !!ah dan mcyaltinkan mclakukan
k~~ atau kclalaian schingga mcngalabatk2n kcrugian neg:ua/<hcrah yung tctj:uli dabm
pc:ngutUS2t\/pengelob2nnya scnil:zi Rp ..__ ...... (.__ ... dcng:m buruf) 6)

PERTAMA

KETIGA

Saudaea _ diw.ajibk:m untuk mc:nsg:.anti kcrugi= ocg.=/ cber.th dcng:an jumlah sc:b:1g;1im2n2
tCt'CUl!Ulll cblam Dikrum PERT AMI. dcngan caa menyetoriaan ke I<lI$ Nc:p:l/I>.aeoh'")7)

Kcpctusae ini mubi bc:rbku sej2k t:lIlggal diretapkan.
DitetaplcaD di
Pada ta.agga1

KEDUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJEUS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Kl!l1JA,

( _ Nam2./Kctua )

ANGGOTA,
( N:un:u\nggot:l ) 9)

ANGGOTA
( NamaAnggotl )

Tembuun Itq>ut ...... aU cIaampdoUI k<po<b• }
1. \len'''''/ Kcruo l.tmblp/ Gubrmut/llupotsl 'l\abkou . (b.____ 10)

2 Dvmur PTTupm/ ~ "PI{' elL.-
.J y""S~

Perunjuk hnpi ....:
I) 0- cIc:npn _ ~ )1In(IbcrbIru _ ~ ...... 11W1 ym,bcrbku cia BPK.
2) l)1I>' droll"" 1WI12 lx1XbJ_/fTW,c.n ~ ...
3) 1>-~_-s'W ~£Uudon ~'I""D3_.."..ta~'_"~pcn .. L , .. _ ~~ ~ oai.
4) O-dmf;w pcDtuOJl ~ ~ duat hubIm ~ kc:putusm,""'I 1JIl3b1llm)'l kbih mm.
S) DIDi cltnpn 01Jl\2 bcnd:lIun/msnc.n bcndaJw:a..
6) Dui ~ ........ bcs>cIabmI ...... """ b<DdaI>on. .- Itap daD Iobta - kerp. daD ,_toll ........ otpn/docah J'1'!8o..,.d>.
1) 0. dm(IIII- ~"""'tuI beodolwo
B) Oa.... dtnS''''''''''' .....",., don ""'68"1 ~ dM<OpIcoA
9) Dio.<, dtnpn _ Kcruo dan Ang<Ma ~ T lIIllUtIJI Pcrl>mdelmno do 8PK.
1000000deopn -- -)'aII(t4laba daIpo ~

BUPA



.'
a..nplran VII
K8puluun 8upeI KIDi TIIU'
Nomor : 54 Tahun 2018
Tentang ; Tata Carll Tuntutan Gand K8fugi8n DaenIh

Tertladap Bendall.,..

IEPUrtJSAN IL\D6N J'BMDDSA DroANGAN
llKPUBUKlNDONBSlA.

~ It

T....
I'BNBBBASo\N I'ENGGANTL\N DltUG1AN NBGUABAPWAH DPADA

ATAS NAMA NBGARA RBPUBI.KlNDONBSIA

IWlAN PBMERIK'M DUANG&NItErUBUX NDONBSIA

K\JBUS 1'UN'l't1rAN PSaBBNDAH.\BAAN.

M' ,

~ ~-:--~},)
:-- ..-}.,

t.
4-
5.

III B)II U T us EAN

EBT.lGA

Lp .... P , ... 1.__'PrnIIIlML • = 1 ~Nq.q
Lr' ~T~"'" 0I:pa/~ __ ..,. __ ~_ (---deaeaa1Mvt _),aag etsjIdidaIMD pecp_
s...- __ ....pUa_ilDtdU:D8ende'-~ .(_.......,~).6)

SIIIIdIo ..... ~ m.k t ~---. haba bsik-"~ Iabi td:Iiaga
tidak cIIf- f * , 1* M ci _...,.._ acpa,.. .... ."~s-IIa_- --........_...DttII*derapn_.t pM·
___ ... Diba PErl"ANA."~ bcdIbacjlt""""""

}"D'LI" e'

PI zez'

JIAIMN ft!N'BIIDS& DlJANGAN
MtpQ"1'VHl'V'rAN ~.( N~_)}

(-~---)(.__.-=~__._~_)IT)



l..- ..... YII
KapuIuaan ~ K&Ui Timr
Hamor : 54 Tahun 2018
Terang : T... C8AI TuntdIn Ganti Kerugian o..r.h

TetMdap Bendahara

NOIDCIf' ')

M ,...... ;-_-_-_-_----=+~
-_._-=--_ } -t.

2.
~

)If B Ii( U T U S I[ AN

M I ibn L;: - r --rrcp• .......N....
~ ......... ~ ...... ..,.;....&S' ,111 it ~

~ pO _ (_ _ IIer:jI. r...c-i"'__~ ~
Rp (_CIeaPD .... _). 4)

&:BOOA

J[BTlGA

IWIa 'fII:mai::a Kcu.pA ... =+'-..tM peiWUtuad ~ Ae. .r. MD) J teen
_beadala f*k~~ .....
.ApIbiIi .... jIIIab 30 MD .... PaaeIiItM JCj '-3 '1,• ., .....

s... ~ ~ PeeW: •• Ji'I • mo 1CcapD Ne.... _ --1ICOIbat. -a.. ..._ddIk.._, ( I CO • ~ ...... B ! "'r1tl:ldloc. .
~ini __ bedUu H' ,..I[ETIGA

•

Kdaa

~_ _"'_J(_,_""""""",}(=: _)~
(--~ -- )

}~


